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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK ROTA YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA

e
NOMOR : 06 / (1 [ TAHUN 2018

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PENGADUAN KORBAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS GENDER
PADA UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAY AAN PEREMPUAN
DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOOGYAKARTA

Menimbang R bahwa dulam mngks melaksanakan penanganan pengaduan korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak berbpsis gender di UPT
Pusmt Peloyanan Terpadu Pemberdieyvaan Perempuan dan Anak Kota
Yogyakana, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur
(S0P
b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf’ n, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota
Yogyakarta;

Mengingat : I, Undang-Undang Momor 16 Tsehun 1950 tentang Pembentukan
Daerah daerah Kotn Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djavwa Tengah, Djwwa Barat dan Dalam Deerah Istimewa
Yopyakarta,

2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentsng Perlindungan
Anak sebagaimnna telah divbeh dengan Undang-Undang Nomor 35
tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-lndang Nomer 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1. Undang-undang MNomor 21 whun 2004 tentang Penghapusan
Kekernsan dalam Rumah Tangga,

4.  Undang-undang Momor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Midana Perdagangan Orang;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 twentang Pemeriniahan
Duerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atss Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

6.  Peraturan Menteri Pemberdayasan Perempuan dan Perlindungan
Annk Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanasn
Perlindungan Anazk;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan -

7. Persturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operusionsl Prosedur Administeasi
Pemerintahan

8. Pemturan Dacrah Istimews Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012
tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan;

% Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan
Perempuan dan Anak Korban Kekerazan Berbasis Gender

0. Persturan Walikota Nomor 69 tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan  Standar  Operasional  Prosedur  Penvelengparaan
Pemetintuhan di Pemerintah Kota Yogyakarta

11, Peraturan Walikota Nomor 136 Tahun 2017 tentang Pembentukan,
Susunin Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugass dan Tota Kerja
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemberdayaan Masyakarat,
Perempunn dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

TENTANG  STANDAR  OPERASIONAL  PROSEDUR (S0P)
PENANGANAN PENGADUAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS GENDER PADA UPT PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
ANAK KOTA YOGYAKARTA.

Menetapkan  Standar Operasional Prosesur (SOP) Penanganan Pengaduan
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender padn
UPT Pusat Pelayanun Terpudu Pemberdayann Perempuan den Anak Kota
Yogyakarta Kot Yogyakara yang meliputi ¢

o S0P Pengaduan Hotline Service

b, SOP Penerimaan Pengaduan Kasus

SOP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijabarkan lebih lanjut dalam
Lampiran [, [1 Keputusan ini,

SUP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meropakan pedoman dalam

pelaksanaan, serta penanganan pengadusn korban kekerasan terhadap
perempunn dan anak berbasis gender di UPT P2TP2A Kota Yogyakarta,

Keputusan mulai berlaku sejak tangpeal ditetapkan,

Ditetapkan di Yogvakuria
Pada tanggal : L5 O 2018

ARAFAT, SIP, MSi.
9741010199311 1001

Yth. |, Kepula Bappeda Kota Yogyakarta
2. Kepala BPKAD Kota Yogyukarta
1. Yang bersangkutan



. Keputusan Ka. DPMPPA Kota Yk

Lampiran |
Nomor o6 / BN /2008
 Tanggal 20 Desamber 2005
| Momar SOP :
Tonggal pembuatan | ©
Tanggal Revisi ;
Tanggal efektif :
| Disahkan oleh - Ka. DPMPPA Kota Yk
. Nama SOP : Pengaduan Hotline Service
il ~ Dasar Hukum _ Kuulifikasi Pelaksana Bl
1. Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana 1¢lah diubah dengan 1. Petugas Front (lice
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2. Konstlor
2002 Tentang Perlindungan Anak 3. Korban
) Uuimgﬂiimgﬂummlimhmmﬂitmmgrmghmmuﬁﬂmmddmﬁmmhm 4. Penganter/pendamping
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemerintahan Dacrah sehagaimana teiah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomar % tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undatg Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
¢ Peraturan Menteri Pemberdayasan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
6. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
MNomor 01 Tahun tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan
dan Anuk Korhan Kekerasan (Berita Negara Republik Indonessia Tahun 2010 Nomor 36}
7 Peraturan Dacrah Istimewa Yogyskarts Nomor 3 Tahun 7012 tentang Perlindungan Perempuan dan
Anak Korban kekerasan;
8. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 ienteng Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
Kekernsan Berbasis Gender
9 Peraturan Walikota Nomer 136 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan,
- Fungsi, Tugas dan Penjabaran
| Keterkaitan Pernlutan !
SOP Hotline service 1. Computer
SOP surat Masuk 2. Printer
3. ATK 1




Peringatan Pentalaton dan pendatann ;

Kesalshan dalam assessment korban mengakibatkan penanganan pengaduan kurang optimal Korban yang tidak didampingi oleh
pendamping, maks pihak UPT akan
menghubungi satgas sigrak di W‘“E}fll]]:l:}'g_.‘

Mo  Prosedur Keterangan

1 Petugas Operator UPT P2TP2ZA menerinu pengadusn dari aplikasi SIKAP (System Informasi Aduan Kekerasan Anak
dan Perempuan yang terinicgrasi dalam JSS (Jogja Smart Service)

2 Petugas Operator melakukan assessment berdasarkan adusn yang masuk dengan 3 cara, yaitu : telepon, whatshapp atas
SMS Korban atau pelapor melalui hotline service.

3. Petugas Operator setelah assessment menentukan apakah kasus tersehut I;dmdiﬁndnthnjmi LIPT P2TP2A atau ditolak,
kirena kasus tersebut buken kewenangan dari ketugasan UPT P2TP2A
4 Kepala UPT P2TPA melakukan verifikasi setelah menerima hasil assessment dari operztor dan menentukan petugas
yang skan ditunjuk untuk visiting /penjangkauan ke wilayah. Ada 3 pilthan.

1. Satgas Sigrak

2. Konselor UPT P2TPZA

3. Satgas Sigrak dan Konselor UPT P2TP2A o
& Pﬂupsymgﬂhmﬂm&hﬁﬂmumﬂng@qmﬂumhmdmmmhwmwmm
melalin hotline service.
5 Konselor yang ditunjuk akan melaksanakan penanganan korban sesuai kebutuhan dan melaporkan hasil penanganan
melalui hotline servige.

B ARAFAT, SIP, MSi.
NIP. 197410101993111001



Lampiran [1 : Keputusan Ka. DPMPPA Kota Yk
Nomor o6/ 5 208
Tanggal |20 Doeanber 200

Nomor SOP

Tanggal pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal efektfl M e e

Disahkan oleh t Ka. DPMPPA Kota Yk

Nama S0P : Penerimaan Pengaduan Kasies

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

ot il

.

s

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Momor 35 tzhun 2014 Tentang Perubahan Atas Uindang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungun Anak

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangea;
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Fidana Perdagangan Orang;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tontang Pemerintahan Dacrah sehagaimana telah diubah
beberspa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tshun 2015 tentang Perubahan Kedun Atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ientang Pemenniahan Deerah;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Kepotusan Mentérn Negara Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
Mormar 01 Tahun tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lavanan Terpadu bagi Perempuan
dan Anak Korban Kekerazan (Benta Megara Eepublik Indonessia Tahun 2010 Nomor 56);

Peraturan [Dacrah Istimewa Yogyakora Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Perempuan dan
Anok Korben kekerasan;

Peraturan Walikots MNomor 39 Tahun 2013 fentang Perlindungan Perempuan dan Ansk Korban
Eekerasan Berbasis Gender

Peraturan Walikota Nomor 136 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan,
Fungsi, Tugas dan Penjabaran

1. Petugss Frant Office
2. ‘Konselor

3, Korban

4. Penpantar/pendamping

K.eterkaiian Peralatan
SO Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender 1. Compuler
SOP Surat Masuk Z  Printer

3. ATK




| Pesingatan
Kesatahan dalam assessment korban mengakibatkan pennnganen pengadunn kurang optimal

Pencatiatan dan pendataan -

Pencatatan kronologi din identifikasi awal
dilakukan secarn cermal dan dicatm
dengan rapi padau buku register kasus.”

Prozedor

KW

Pewigas Front Office menerima pengadusn dan korban melalui 3 cara :
1. Korban datang sendir
2. Rujukan dan lembaga lain
3. Melului hotline service

Petugas Front office mencatat di buku tamu

I’ctugaﬁ melakukan Penggalian / identifikasi awal terhadap korban untuk nwxhputi;m identitas korban dan kronologis

Pdugusmhkmmm:uuﬁhm kasus untuk menentukan kasus vang dilaporkan merupakan kekerasan terhadap
perempuan dan anak berbasis pender atau bukan berbasis gender.
Petugas juga melakukan identifikasi apakah kasus vang berbasis gender tersebut merupakan kasus baru atan kasus lama
Apabila kasus yang dilaporkan merupakan kasus lama, maka petugas akan melihat rekam kasus korban, sedangkan

it .

kasus yang dilaporkan menipakan kasus baru, maka petugas akan mencatat di buku register.

mmmmmmmmmmmmmtmmmmmkm
lasjur

ARAFAT, SIP, MSi.
NIF. 197410101993111001




DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENDAMPINGAN KELOMPOK RINTISAN USAHA



Namar 50P

1037128

| Tgl Permbuatan

19 Jegember Jo )

Tel Revisi

Tgl Pengesahan

Desatikcan Olef

Kepala DPMPRA

Nama S0P

Pendampingan Kelompok Rintisan Usaha

Dasar Hukum

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kualifikas Pelaksana

o L

Daeran

{17

| 1. Instruksi Presiden Mo, 9 Th 2000 tentang Pengarusutamasn Gender dalam Pembangunan Daer:h.
2. 5K Menteri Pemberdayaan Perempuan No S8/SK/Meneg PRI/ 2004 tentang penetapan Kebi| kan
Feningkatan Produktivitas Ekonomi Percmpuan,
3, Permenneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no.2 Th 2016 tig Pedoman Umium
Pembangunan Industri rumahian wntuk meningkatkan keseahteraan kefuarga medalul
pemberdayaan keluarga.
&, Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perdindungan Anak Mo & Th 2005 tig Sistem Pemberdsyaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perangkat Dasrah
. Peratiran Walikota Momor 60 Tahen 2006 Tentang Susunan Organisasi , kedudukan, Tugas, Fungsl
dan Tata Kerja Sekretariat Dacrah Kola Yogyskaria
7. Peraturan Walikota Nomor B4 Tabon 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungs
dan Tata Kerja OPFPPPA
B Peraluran Walikota Momior 5 Takue 2017 tentang Setem dan Prosedur Pengelolaan K2uangan

9. Peraturan Wallkots Nomar ;!:l.."l‘ahun 2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan lasa pada Peomkiot

Stafl dengan pendidikan satingkat Diploma 1l

rirrkaitan

FeralatanPerlengiapan

1. 50F Perencanaan dan Pelakzsamaan Rapal Seksi PP

1. Kgamgmales
2 Mesin Ketil

[ Pencatatan dan Pendataan

1 Ka !':
2 Sraf

Peringatan




Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Halaman pengesahan:
SOP Pendampingan Kelompok Rintisan Usaha
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DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
SEKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBENTUKAN FORUM MASYARAKAT SADAR GENDER



“Nomar S0P Ak bo
Tl Pembiatan A0 Puemberaoi? DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
gl Revisi PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
| Tgl Pengesahan i
PERLINDUNGAN ANAK
‘Hama S0P Pembentukan Forum Masyarakat Sadar Gender IR = =
Dasar Hukoam - Eualifikasi Pelaksana
1. Inpres No 9 Tahun 2000 tentang PUG Staff dengan pendidikan setingkat Diploma lll/Sarjana
2, Permendagri No 15 Tahun 2008 Tentang PUG di Daerah
3. Kepmendagrino 132 Tahun 2003 tentang lekiak PUG di Daerah
4. Pemturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tehun 2016 Tentang Perangkat
Dacrah
5. Pemsturan Walikota MNomor 60 Talwn 2016 Tentwng Seswnan Crpanbsmsi
kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dacrah Kot Yogyakarta
6. Peraturan Walikots Nomor 84 Talun 2016 Tentsng Susunan Organisasi,
Kedudukan, Tugas! Fungsi dan Tata Kerja DPMPPA
7. Persturnn Walikota Nomar § Tahun 2017 tentang  Sistem dan Prosedor
Pengelolaan Kevangan Dacrak
8. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan
Jasy pada Pemkot Yk. i
Ketarkaitan Peralatan/Perengkapan
1. S0P Perencanoan dan Pelaksanaan Rapat Sekst PENGARUSUTAMAAN GENDER 1. Buku tentang padoman
|
| Pencatatan dan Pendataan Peringatan

1. Ka, Sie
2. 5l




Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Halaman pengesaban
SO0 Membentuboan Formm Basy ik Sob Ciendier

Yogvakana PDesember 2017

Pt Kepala




o T i, PROTER,

5o

Pt s FOEL kAR ST RANR

FLRTEMTLAR FORLS MATESRAEAT Sa0ak i Wi

EEGILTAN

g —

Lo L8 ppals ERAEEA L o o

Pmni hirwd o Birin

Pharrtomal 08 bopasls ankin Mg bkt

1. Mirspaphan irar &5

1 rrererhoki HibEg ai b
B rresraaned Taewls 0

& PERIALLILITG A T

G PR

T e

+Ln—|ﬂl-1u|-|

AN T T PR
1 v o ate B0 o
A rengeuban Ml L el

Ui kagivian Pt uee
iimran el e

|Emr ol
L o N TP

Lrhi g Tareieeg
frraml o = mieruimhen [n Fesiig

it e g

g W

=Rl
[15 mprn

1% i

1 s 8 T50 Pt

o e KR
K% reamii. iﬁ-ﬂ,l.-l.ﬁh
Firrern

i e

i

1A, LS AL el
|t pebvaga




DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN TRAFFICKING



| Namor SOP {3/ BT

| Tg! Pembuatan 14 pejeer 17

Tl Revisi
Tgl Penpesahan
Disahkan Oleh Dinas PMPPA -
Mama S0P Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking

| Dasar Hukum

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

P2TP2A

ETTT——r =

Daerah

1. Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perdindungan Anak No.6 Th 2015 tig Sistem
Pemberdayazn Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Peraturan Daerah Kola Yogyakarts Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

3. Peraturan Walikota Momor 60 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisas! , kedudukan, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dzerah Kota Yogyakarts

4. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerjs GPMPPA

5. Peraturan Walikota Nomar 5 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

6. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2017 tent.ng Standarisasi Harga Barang dan Jasa pada

Staff dengan pendkdikan setingkat Diploma il

Pencatatan dan Pendataan

Pamk-ul Tk
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. 507 Perencanaan dan Pelaksansan Rapat P2TP2A 1.
Petingatan 3

1. Kz Sie
2.5kl

1




Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Halaman pengesahan:
S0P Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking

Yopvakaria, 7

Pit. Kepala Dinas Pemberdsyaan masyarakat Perempuan dan perlindungan Anak

S741010199311101



T TR

Menerirma can mencatat daia Korban

Paranganan awa! barban

Erputuisan rdukan Layanan Kesehatan

¥aTidak

A Mo Prosesdur Layasan Kasahalan
THMAE - Pencemmaian dan analiss

Pertermatan atas kobutuflan Layanan

[EGTE{FET

Kegiuriusan Loyansn Laryutan yang sesoai
1. LAY ANAN HLIKLMW

# LAYARAN FEIKOLOGE DN SPERITLAL

i LAYANANR SOSMWL Dl PEMBERDAY AN

ERCHICRM
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PROSEDUR LAYANAN
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PROSEDUR LAYANAN
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PROSEDUR LAYANAN
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PROSEDUR LAYANAN
SOSIAL DAN
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